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BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 111 TAHUN 2O2O TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG 2O2O.2O24

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang a bahwa berdasarkan Peraturan presiden Nomor g1

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2O1O-2O25 dan Peraturan Menteri pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentan g Road" Map

Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24, diperlukan penajaman

hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang

akan dicapai pada level dampak dengan level fokus

pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan

penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi

terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan

reformasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi

birokrasi, dan penqjaman indikator reformasi birokrasi;
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c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Deli Serdang tentang perubahan atas

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 111 Tahun 2020

tentang Road. Map Reformasi Birokrasi pemerintah

Kabupaten Deli Serdang 2O2O - 2024.

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program

Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O00 Nomor 206);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Mengingat 1
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang

Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) seb"gaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Repubtik

Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2O[O-2O25;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 I Tahun 201 1 tentang

Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O - 2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 441)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang

Roa.d Map Reformasi Birokrasi 2O2O - 2024 (Benta

Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 233);
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9

Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4

Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun

2Ol9 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1

Tahun 2O23 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2Ol9 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2Ol9 - 2024 (I*mbara:l

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 111 TAHUN 2O2O TENTANG ROAD N4APREFORMASI

BIROKRASI PEMERINTAH KAI}UPATEN DELI SERDANG 2O2O-

2024.



5

1

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang

Nomor 111 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2O2O-2O24

(Berita Daerah Kabupaten DeIi Serdang Tahun 2020 Nomor

111) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 ditambalkan 2 (dua) angka yakni angka

15 dan angka 16, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom;

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwalilan Rakyat Daerah Kabupaten

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

Deli Serdang;

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Deli

Serdang;

7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Deli

Serdang;

8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang

selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang

dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh

Kementerian/kmbaga dan Pemerintah Daerah;
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9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut KemenpAN-

RB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

1O. Reformasi Birokrasi adatah proses menata ulang

birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan

melakukan terobosan baru dengan langkahJangkah

bertahap, konkret, realistis, sungguh-su ngguh, berpikir di

luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan

dengan upaya luar biasa;

ll. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan

induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi

birokrasi nasional untuk kurun waktu 2O10-2025;

12. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen

dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi

Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5

(lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci

pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke

tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan

sasaran per tahun yang jelas;

13. Road Mqp Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang yang selanjutnya disebut Road Map

Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan

berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan

reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

2020-2024;

14. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang yang selanjutnya disebut Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang

diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau

jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2O2O-2O24;

15. Reformasi Birokrasi General adalah Reformasi Birokrasi

yang bertujuan memperbaiki sistem dan tata kelola

internal instansi pemerintah ;
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16. Reformasi Birokrasi Tematik adalah Reformasi Birokrasi

yang menargetkan percepatan penyelesaian isu nasional,

seperLi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi

dan administrasi pemerintahan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 4

(ll Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

2020-2024.

(21 Road Mqp Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(31 Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI

PEMERINTAH

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH

BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

BAB V : PENUTUP

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 5

(1) Pelalsanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan oleh

masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan menyusun

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai bidang tugas

pokok dan fungsinya.

(2) Guna memastikan seluruh capaian kinerja tercapai

sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi

Birolaasi 2O2O - 2024, akan dibentuk Tim Reformasi

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
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(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Deli Serdang;

b. Tim Evaluator Internal yang ditetapkan dengan

Keputusan Inspektur Kabupaten Deli Serdang.

(4) Tugas dan susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH KAI}UPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR:47

Salinan sesuai

ttd

KEPALA B
aslinya
KUM

MUSLIH SIREGAR
NrP. 19840820 201001 1 017
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1.1

Lampiran: Peraturan Bupati Deli Serdang
tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Deli Serdang
Nomor 111 Tahun 2O2O Tentang
Perubalean Road Map Reformasi
Birolrrasi Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang 2O2O-2O24
Nomor : 47 Talrun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2O2O - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB)

yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencurnaan dan tata

kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang

dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder

yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah

telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O20 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 yang terbagi dalam tiga

periode Road Mop Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road. Map

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2O2O-2O24.

Dalam lima tahun pertam a (2O1O-2O14), pemerintah Kabupaten Deli

Serdang memprioritaskan tujuan reformasi pada penguatan birokrasi

pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kapasitas dan akuntabilitas

kineq'a birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada periode lima tahun kedua dari Grand Design Reformasi

Birokrasi Nasional 12015-2}19}, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

masih fokus memprioritaskan kelanjutan hasil pada lima tahun pertama

dan melanjutkan agenda utama mewujudkan birokrasi yang bersih,

akuntabel, melayani dengan baik sekaligus memperbaiki kelemahan

kelemahan pencapaian periode pertama. pada periode terakhir (2020-

20241, reforrnasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli

Serdang masih terus fokus pada peningkatan berkelanjutan

mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien

serta menjamin pelayanan publik yang prima.
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Pada periode ketiga ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga

menempatkan tujuan utama reformasi untuk semaksimal mungkin

memenuhi harapan dari tujuan umum Grand Design Reformasi

Birokrasi Nasional di tahun 2025 yaitu menghasilkan karakter birokrasi

yang berkelas dunia (world class bureaucracgl yang dicirikan dengan

beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata

kelola yang semakin efektif dan efisien.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2O|O-2O25 yang

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya

reformasi diharapkan menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia.

Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (gouernancel, semakin

baik pula hasil pembangunan (deuelopment outcomesl. Hal tersebut

dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan

oleh masyarakat seperti program pengurangzrn kemiskinan, program

lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada

kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah

memasuki periode Road Mop terakhir Grond Design RB Tahun 2010-

2025, hasil yang ditunjukan masih belum optimal. Beberapa upaya RB

masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada

manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya

perbedaan antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang

diharapkan pada akhir tahun 2025. Perbedaan tersebut dapat dilihat

dari dua sisi, yaitu dari sisi perenc€rnazrn dan sisi pelaksanaan. Pada sisi

perencanaan, konteks Roa.d Map RB 2O2O-2O24 yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2O2O - 2024,

belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang

mendorong percepatan pencapaian pembangunan daerah dan nasional

maupun daya saing global.

Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level daerah maupun

unit kerja belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait

kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan

praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perencanaan dan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial

oleh masing-masing unit kerja sehingga belum berfokus pada isu

strategis daerah serta arah Pembangunan Daerah maupun Nasional.
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Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman/

perubahan terhadap Road Mop RB 2O2O-2O24 Deli Serdang yang

berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Perubah an Road Map

Reformasi Birokrasi 2O2O - 2024. Penajaman Road Map int juga untuk

membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dai Road

Map RB 2O2O-2O24 adalah sebagai berikut:

1 . Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi

Birokrasi dalam Road Map RB Kabupaten Deli Serdang belum

sepenuhnya mampu menjawab isu strategis daerah dan nasional

terkait dengan pembangunan daerah, daya saing pemerintahan,

pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab

dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas

Instansi Pemerintah (cross antting z.ssue), sehingga memerlukan

strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran

lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi

diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi

terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi.

3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatarl pencapaian tujuan dan

sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap

akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal,

serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

2. Tujuan Penajaman Roa.d Map RB

Perubahan/ Penajaman Road Map RB (2O2O-2O241 ini disusun

untuk membantu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam

menjabarkan Visi Misi dan Perubahan Rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah (2019-2024) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang

Reformasi Birokrasi yang selaras dengan yang ditetapkan dalam Misi ke

5 yaitu Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk
mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa dan

bertanggungjawab.
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Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka perlu dilalukan penajaman terhadap Road Map RB

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O2O-2O24 dengan tujuan,

yaitu :

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman Road Map RB Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

2O2O - 2024 bertujttan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB

sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara

signifikan oleh masyarakat. Selama ini pelalsanaan RB masih

berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-

masing perangkat daerah, selain itu Road Map RB 2O2O - 2024

sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan

belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design.

Melalui penajaman Road Map RB 2O2O-2O24 ini, dapat fokus pada

perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian

agenda Pembangunan Daerah.

2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai

dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab

kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada

menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan,

namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata tefadi di

lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala

nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam

menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan

dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang

disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh

terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendapatkatt Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan

orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.
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Penajaman Road Map RB 2O2O-2O24 dilakukan untuk

meningkatkan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait,

baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Dinas/ Badan

yang menjadi koordinator pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk

mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi

hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui

penajaman Roa.d Map RB 2O2V2O24, seluruh unit kerja diharapkan

dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan

Pembangunan daerah.

3. Isu Strategis Pelaksanaan RB Deli Serdang 2O2O - 2024

Pelaksanaan RB di Kabupaten Deli Serdang menghadapi beberapa

permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir

yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata

kelo1a pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu

strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map

RB Deli Serdang 2O2O-2024 .

1.3.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah

yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola

pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan

menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani.

Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan

RB di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi

harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan

tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang

menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya,

peran yang silo masih menjadi tantangan dalam

perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB.

Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-

peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam

rumusan tujuan, sasaran (goal settingl dan strategi

pelaksanaan RB.

5
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2. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang

mendukung kine{a birokrasi, pemerintah telah menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan

kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah

dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum

mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini

disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di

pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan

perenc€rnaan dan integrasi sistem yang dibangun

pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan

penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara

berkelanjutan.

3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Ke{a Baru yang

belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian

proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi,

penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca

penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem ke{a pada

Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang

mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan

menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja

yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi

sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada

keq'a tim yang fokus pada hasil serta menghargai

kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan

tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung

pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk

pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PAN-RB telah

menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun

2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk

Penyederhanaan Birokrasi.



7

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini,

seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera

menyesuaikan sistem keq'anya melalui penyempumaan

mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang

berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan

perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Keda yang baru, Pejabat Fungsional

akan dapat ditugaskan secara JTexible, changeable, dart

moueable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel.

Pegawai ASN tidak beke{a dalam kotak-kotak tertentu

melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mekanisme keq'a tersebut, Pegawai ASN dituntut

untuk mampu berkineq'a lebih optimal sesuai dengan

kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit

organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit

organisasi.

4. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih

menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan

masih menghadapi balyak tantangan. Hal ini terlihat dari

masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang

dilakukan oleh pimpinan instalsi maupun pegawainya.

Kelemahan sistem pengawasan mendorong tedadinya

perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena

itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

5. Budaya Birokrasi: BeTAKHLAK yang belum terimplementasi

dengan baik

BeTAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-

nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang

(UU) Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang ASN, yang terdiri atas

komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,

Harmonis, I,oyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya

integritas tinggi dan pelayanan prima.
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Sehingga budaya keg'a tersebut dapat menjadi

pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku

menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan

pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah

disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah, narnun

belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman

makna nilai BeTAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh

pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penguatan dalam internalisasi nilai BeTAKHLAK secara

masif dan berkelanjutan.

I .3.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang

muncul di masyarakat terkait dengan agenda program

Pembangunan Daerah/ Nasional. Isu strategis hilir umumnya

te{adi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu

tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan

dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli

Serdang antara lain adalah sebagai berikut:

l.Hasil pelaksanaan program-program pengentasan

kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang

dikeluarkan;

2. Tantangan resesi globa1 dan peningkatan investasi;

3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap

pelayanan publik prima;

4. Dampak inflasi;

5. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

1.4 Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Deli Serdang l2O2O - 20221

Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai

akhir tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

l. Penvederhanaar Birokrasr

Penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan

jabatan 481 pegawai eselon IV, sudah terdapat 373 pegawai

yang dilantik menjadi fungsional. Dilakukan agar proses kerja

birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis

dalam pengambilan keputusan.



2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan

pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada

pengguna layanan. Pada Penilaian Tahun 2022 Indeks SPBE

Kabupaten Deli Serdang adalah 3.32 pada skala 1 - 5.

3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah

(SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang

memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kine{a sehingga

memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja

Instansi Pemerintah. Pada Penilaian Tahun 2O22 Indeks SAKIP

Kabupaten Deli Serdang adalah 70. 18 dengan Predikat "BB'.

4. Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yarg

dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk

memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar

pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas

pelayanan yang dilakukan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

terus berupaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada

masyarakat hal ini tercermin dari penilaian yang dilaksanakan

oleh Kementerian PAN-RB melalui Indeks Persepsi Kualitas

Pelayanan Publik (IPKP) dimana pada tahun penilaian 2022

Deli Serdang mendapat nilai 95.90 dan penilaian Kepatuhan

terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI di

tahun yang sama Deli Serdang mendapat nilai 91'99.

Selain itu, progres capaian RB Kabupaten Deli Serdang juga dapat

ditihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan

pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada

Gambar 1.1 merupakan capaian Indeks RB Kabupaten Deli Serdang.

9
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INDEKS RB DEII SERDANG
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Gambar 1.1 : Indeks RB Deli Serdang 2O2O - 2022
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BAB II

Gambaraa Pelaksa"aatl Refolaasi Blrokrasi Pemerlntoh

Kabupaten Dell Serdang

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang, terdapat beberapa permasalahan

yang tery'adi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang belum baik dan

capaian tersebut juga belum berdampak terhadap masyarakat Kabupaten

Deli Serdang.

Secara lebih teloeis permasalalran pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang di antaranya sebagai berikut :

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan

melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Deli Serdang yang bersifat koordinatif dirasakan belum

efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang

muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang

diantaranya sebagai berikut :

1) Masih terdapat paradigma atau anggapan di antara Tim Reformasi

Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi itu menjadi tanggungiawab dari Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini

menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang

efektif dalam implementasinya di lapangan;

2) Belum adanya pembagian peran yang jelas di antara pengampu

indikator kinerja Reformai Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam

dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat

daerah, komponen-komponen pembentuk Citical Success Factor

(CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di

perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi

terpisah dari dokumen perenc€rnaan pembangunan yang ada.



72

3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang

dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang

dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang di

delegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam struhur

organisasi perangkat daerah berada pada level menengah (middle

leuell yang harus mengoordinasikan level kepala perangkat daerah

(highleue\; dan

4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh

jajaran baik ASN maupun stakelalder lainnya yang terlibat dalam

penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan

implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerj anya

masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung

pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik

kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun 2022, ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang secala umum

masih dibawah dari yang diharapkan' Capaian Indikator

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli

Serdang tahun 2022 dapat di lihat pada tabel - tabel berikut:

Nllai

2o222o2L
BobotKomponen PenllalanI{o.

Komponen PengungkitA.

7,937,2320,00I. Pemenuhan

6,575,5910,00II. Hasil Antara Area Perubahan

tt,92to,4230,00III. Reform

26,4223,24Total Komponen Pengungklt

Tabel 2.1. Nilai KomPonen Pengungkit Reformasi Birokrasi

60,oo
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Tabel 2.2. Nilai Hasil Antara Reformasi Birokrasi

No. Hasil Antara Skala
IYilat
202L

Itilai
2022

Sumber Data

1
Indeks Sistem
Merit

0-400 109,00 188,50 KASN

n
Indeks
Profesionalitas
ASN

0- 100 s0,34 49,81 BKN

3

Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik (SPBE)

1-5 2,39 3,32
Kementerian PAN-
RB

4

Kua-litas
Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan Jasa

o-100 60,70 LKPP

5
Indeks Pelayanan
Publik 0-5 3,97 4,03 Kementerian PANRB

6 Kapabilitas APIP 0-5 2+ 3,00 BPKP
7 Maturitas SPIP 0-5 2,OO 3 00 BPKP

8

Indeks
Pengawasan
Kearsipan

0-100 76,88 82,29 ANRI

9
Kepatuhan
terhadap Standar
Pelayanan Publik

0-100 98,90 91,99
Ombudsman
Republik Indonesia

No. Komponen Hasll Skala Nilai Sumber Data

i Opini BPK Opini WTP
Badan Pemeriksa
Keuangan

2 Nilai SAKIP 0- 100 70,18
Kementerian
PANRB

a

Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan
Publik (IPKP)

0-100 95,90
Kementerian
PANRB

4
Indeks Persepsi Anti
Korupsi (IPAK)

0- 100 77,50

Survei Penilaian
Integritas (SPI)

Eksternal oleh
Komisi
Pemberantasan
Korupsi (KPK)

5
Survei Internal
Organisasi

0-100 75,68
SPI Intemal oleh
KPK

Tabel 2.3. Nilai Komponen Hasil Reformasi Birokrasi

32,04
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Ilo. Komponen Penilalan Bobot
Nilat

2o21 2022

B Komponen Hasil

1 10,00 7,51 i,91

2 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,6s 9,59

3
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas
KKN 10,00 7,O2 7,75

4 Kinel'a Organisasi 10,00 5 66 6,8s

?otal Komponen Hasil 40,OO 28,84 32,1O

Indeks Reformasi Birokrasi lPengungklt
+ Hasil )

1OO,OO 52,O7 58,52

Tabel 2.4.lndeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)

Ketercapaian setiap Indikator penilaian setiap komponen pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang merupakan gambaran dari

implementasi nyata di lapangan. Dari tabel-tabel yang di paparkan

menunjukan cerminan nyata dari implementasi pelaksanaan reformasi di

Kabupaten Deli Serdang dan dari hasil yang didapat perlu tindakan secara

komprehensif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar perbaikan merata

pada seluruh perangkat daerah dari segi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.L Kondisi Eksisting Sesuai Dengan Perubahan Road Map RB 2O2O-

2024 Nasional ( Target Capaian Indikator Tujuan RB Nasional)

Kondisi eksisting Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang dibandingkan dengan target pada Road Map RB Nasional

(PermenPAN-RB No 3 Tahun 2023) dengan target P-RPJMD 2019 -

2024 Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

Akuntabilitas Kineq'a dan Keuangan



No ltrJuan RB 2O2O-
2O24 Na:lonal

Indlkator TuJuan
Target Road

MaP RB
Naslonal

2o24

Target Akhir
P- RPJ D Deli
Serdang 2O19

-2024

I(ordlsl 2022
Dell Serdang

1 Terwujudnya birokrasi
yang bersih, efektif dan
berdaya saing
mendorong
pembangunan nasiona.l
dan pelayanan publik

Capaian lndeks
Reformasi
Birokrasi
Kementerian/
Lembaga/
Pemerintah
Daerah

70 o/o

Kabupaten
/Kora
Minimal Baik

B s8,s2 (cc)

Capaian Indikator
Kinerja
Pembangunan

Angka
Kemiskinan
Menurun

4,060/o 3,620/o

Pertumbuhan
lnvestasi
Meningkat

90"/" 93,47"/"

2 Terciptanya
kelola
pemerintahan
yang
kolaboratif,
akuntabel

tata

digital
lincah,

da;t

Indeks SPBE 3Oo/o

Kab/Kota
Baik

3,32 (skala 1-
s)

Capaian
Akuntabilitas
Kinerja

1-OOo/o

Kementrian/
Lembaga/
Pemerintah
Daerah
Minimal Baik

7 2,OO 70,18

Capaian
Akuntabilitas
Keuangan

IOO/o
kementerian/
lembaga/
pemerintah
daerah WTP
dengan
tingkat
tindak lanjut
8O/o

WTP wTP ( sejak
LKPD TA 2O2O)

3 Terciptanya Budaya
Birokrasi BeTAKHLAK
dengan ASN yang
Profesional

Nilai Survei
Emploger Branding

7 ,66"/" l Oolo (commited)

Nilai Survei Indeks
BeTAKHLAK

67 ,t240/o 63,3Oo/o

Nilai
Penilaian
lntegritas

Survei Nilai rata-
rata
kementerian/
lembaga/
pemerintah
daerah
meningkat

7 5,64

Nilai Survei
Kepuasan
Masya.rakat

Nilai rata-
rata
kementerian/
lembaga/
pemerintah
daeralr
meningkat

77 ,35 7 r,69

15

Tabel 2.5 Perbandingan Kondisi Eksisting dengan Target Road Map RB

Nasional dan P- RPJMD 2Ol9 - 2024 Deli Serdang
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BAB III

AGEI{DA REFORIUASI BIROI(RASI PEMERINTAH KABUPATEIV DELI

SERDAT$G 2020-2024

3.l Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2O23 Tentang perubahan atas peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 telah menetapkan

tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi secara nasional. Tujuan

Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 adalah Birokrasl yang benlh, efektlf, dan

berdaya salng mendorong pembangunan naslonal dan pelayanan

publlk, sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yait'l:

1 . Terciptanya tatz kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, darr

kolaboratif sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan

(gouernancel yang mampu mempertanggung jawabkan penggunaan

sumber daya melalui penciptaan hasil / dampak yang nyata bagi

masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk

selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan

lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volotilitg, Uncertainty,

Compleitg, Ambiguiful. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola

yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Terciptanya budaya birokrasi BeTAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan

nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif,

dan kolaboratif dalam pelaksaan tugas menyelenggarakan pelayanan

publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki

komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kine{a, dan daya saing yang

tinggt.

3.2 Perencanaan RB General

Pelaksanaan RB pada level mikro mengacu pada kebijakan RB

yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar

pada Road Map RB 2O2O-2O24 dengan penajaman yang mengarahkan

Pelaksanaan RB ke dalam 2 fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.



1,7

Perencanaan RB General Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

mengacu kepada pelaksanaan RB Nasional. Tahapan Pembangunan RB

General Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat diilustrasikan

dalam gambar berikut:

Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan RB General Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah daerah sebagai pelaksana level mikro

melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam dimensi prioritas nasional

yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan

Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi

Nasional, serta berifat mandatory.

Kegiatan utama reformasi birokrasi yang bersifat mandatory di

Deli Serdang tetapkan sebagaimana tabel berikut :

No Kegialsn Utama (KU) Indikator Kegiatan Utama

1

Penyederhanaan Birokrasi
(Penyederhanaan Struktur
Organisasi) / tiansformasi
organisasi bebasis kinerja dan
agile

Tingkat Implementasi
Penyederhanaan
Birolaasi

,2
Pelaksanaan Sistem Ke{ia Baru
dengan model fleksibel bagi
Pegawai ASN

Tingkat Implementasi Sistem kerja
Baru
dan Fleksibilitas Berke4'a Pegawai

3
Pel,aksanaan Arsitektur SPBE
nasional

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

4
Pelaksanaan Sistem
Akultab ilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang terintegrasi

Nilai Akuntabilitas Kine{a Instansi
Pemerintah (AKIP)

5 Pembangunan Zona Integritas
Tingkt keberhasilan pembangunan
zona integritas

6
Penguatan implementasi
sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas SPIP

7
Penguatan Pengelolaan
Pengadua-n Masyarakat

Tingkat Tindak l,anjut Pengaduan
Masyarakat (LAPOR)

8
Penguatan Upaya Pencegahan
Korupsi

Survei Penilaian Integritas
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Tabel 3.1 Kegiatan Utama Mandatory

Setelah indikator dari Kegiatan Utama lKlJl mandatory ditentukan

sesuai tabel di atas selanjutnya ditetapkan target dari Kegiatan utama

(KU) tersebut sebagaimana tabel berikut :

9
Peliaksanaan Tata Kelola
Kebijakan Publik Indeks Kualitas Kebijakan

10

Pelaksanaan Pembentukan
Peraturan Perundang -
undangan

Indeks Reformasi Hukum

Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat D igitalisasi Arsipll

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral7'2

Pelal<saraar Da ta Statistil
Sektoral

Indeks Tata Kelola Pengadaan13
Penguatan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah

Opini BPKl4 Penguatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset

Penataan Jabatan Fungsional

Penguatan Manajemen Talenta
ASN

Pengelolaan Kine{a Pegawai

ASN

Indeks Sistem Merit15

Penguatan Sistem Merit

Indeks BerakhirakPalaksanaan Core Talues ASN16

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indeks Pelayanan Publik
Tingkat Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik

t7 Pela-ksanaan Pelayanan Publik
Prima

No Kegiatan Utama (KU) Indikator Kegiatan Utama
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3.3 Pembangunan RB Tematik Kabupaten Deli Serdang

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan

menjawab atau mengatasi al<ar permasalahan tata kelola pemerintahan

ldebotlleneckingl yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan

nasional secara kolaboratif. Konsep RB Tematik, diharapkan dapat

mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif

mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi

Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam

pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program kegiatan yang

sifatnya problem soluing-debottlenecking dalam tata kelola pemerintah.

Tahapan pembangunan RB Tematik Kabupaten Deli Serdang

dapat digambarkan seperti berikut :

Gambar 3.2 Tahapan RB Tematik

3.3.1 Pemitlhan/ Menetapkaa Tema RB Temati&

Langkah awal dalam kerangka pembangunan RB Tematik

adalah menetapkan tema yang akan dij adikan sebagai fokus

RB Tematik pada tahun berj alan. Dalam menetapkan tema,

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berangkat dari euidence

berupa data yang kuat dan relevan (euidence based policgl.

Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data

tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat

digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang

digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik

dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

Tahapan RB Tematik (iUUD)

't. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

(RMRB), meliputi:

1.1 Pemilihan tema

I .2 ldenti{ikesi masalah

1.3 Penetapan kinerla (log frame)

2. Penyusunan Rencana Aksi

3- Pelaksanaan Rencana Aksi

4. Monitoring dan Evaluasi

T
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Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap

kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja eksisting.

Setelah melakukan identifikasi terhadap kinerja yang

diinginkan dengan kineqia eksisting yang ada, maka

selanjutnya adalah memperhatikan GAP yang muncul dari

kedua kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan pelaksanaan RB

Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah

dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara

kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai

dalam RB Tematik.

--@-'13
Prmnggulrt.rr

x..rrl*lnrt
?coingl.lrn

lnvarttrl
Di3itrlis ri

il E.

n
u

P.ningk t.nP.nggirrr..n
Produk Oalrrn lftgr (PDN) P.ng.ndrll.n ttrfi.rl

Gambar 3.3 Tema Pelaksanaan RB Tematik

Tabel 3.3 Analisa Penetapan Tema RB Tematik

Dari analisa data pada tabel 3.3. di atas, beberapa indikator

dari tema pada RB Tematik untuk Kabupaten Deli Serdang memang

sudah melampaui Target Nasional seperLi angka kemiskinan pada

tajrun 2022 Deli Serdang sudah mencapai angka 3,620/o sedangkan

target nasional untuk angka kemiskinan pada tahwn 2O24 adalah

7o/o-

*rl.r-10lr :9hrttu rs.ru.r 10:9icrJ..uo

10 3555 5l04,Ufl"7,qt%3,62%1 Pe.gentasan Nemiskinan

Np 2..n22€3,*R12.718 192,@ 4)9 899 7

t 104.s29,52
Rp.1.650lrllun

5 8l.G2,aO
2

Penintkitan lnvenci( 8P.

ruta & u5 5)

6 3155p.qx
73,W%

oigitalisasi Pe meri ntahan

Stuntlnr|

3

10 810 10717Yo

PeninBkatan Pergtunaan

9 91010 9li12.5 t76,1

2!22

a
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Namun demikian dalam Perubahan Road Map Reformasi

Birokrasi 2O2O-2O24 Deli Serdang yang memiliki waktu pelaksana€rn

hingga tahun 2024. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan

5 (lima) tema Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

a. Pengentasan kemiskinan ;

b. Peningkatan investasi;

c. Digitalisasi pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan dan

Penurunan Angka Stunting);

d. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);dan

e. Pengendalian inflasi

3.3.2 ldenttlikasl Masalah

a Pengentasan Kemlsklnan

Kecenderungan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang

mempunyai empat dimensi pokok, yaitu: (1) minimnya kesempatan

ke{a; (2) rendahnya kemampuan/ keterampilan keda (3) terbatasnya

jaminan sosial; dan (4) pemberdayaan yang kurang' Dengan upaya

pemerintah daerah yang terus meningkatkan infrastruktur diharapkan

dapat memacu perekonomian daerah yang diharapkan dapat menjadi

daya ungkit mengurangi kemiskinan, namun demikian dengan

keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan ternyata

belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan.

Dari identifikasi dan analisa yang dilakukan, salah satu

penyebabnya adalah lemahnya kemampuan masyarakat untuk

mempergunakan infrastruktur yang telah dibangun untuk menjadi

modal dalam melaksanakan kegiatan usaha. Belum optimalnya

masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur yang dibangun sehingga

diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat mendorong

pemanfaatan infrastruktur yang telah ada untuk mendukung

pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus dengan menerapkan akses

keterbukaan terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya di

Kabupaten Deli Serdang.
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik daerah Kabupaten Deli

Serdang bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang

mengalami peningkatan, sejak tahun 2016 sebesar 4,86 persen dan

terus menglami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 3,88

persen walaupun pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun

menjadi - 1,78 persen. Jika membahas perekonomian Kabupaten Deli

Serdang dari sudut pandang Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB), pada tahun 2020 menunjukkan bahwa atas dasar berlaku telah

mencapai sebesar Rp 110. 145 miliar berada dalam posisi ke dua di

Provinsi Sumatera Utara, sedangkan PDRB atas dasar konstan tahun

20lO pada tahun 2020 sebesar 70.596,68 miliar rupiah.

Dengan melihat angka PDRB dan jumlah kemiskinan,

pemerintah perlu melakukan perbaikan perekonomian

masyarakat ka-langan menengah ke bawah.

maka

untuk

b. Penlngkrrta;n Inaestrz,sl

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi

Kabupaten Deli Serdang terkait dengan meningkatkan investasi pada

pemerintah kabupaten Deli Serdang, maka Kabupaten Deli Serdang

memilih tema peningkatan investasi untuk menyelesaikan masalah-

masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang

investasi Kabupaten Deli Serdang, karena adanya wabah pandemi

covid- 19 dan minim nya data potensi dan peluang investasi pada

perangkat daerah;

2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk

menyampaikan LKPM, karena kurangrrya kesadaran pelaku usaha

terhadap pentingnya pelaporan LKPM ;

3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal

disebabkan karena adanya wabah pandemi covid- 19;

4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor

pada aplikas i Online Single Submrssi'on (OSS) karena adanya

perubahan versi OSS yang menyulitkan usaha untuk

mendaftarkan Peru sahaannYa;

5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan

karena adanya anggapan bahwa mengurus per2inan sulit dan

berbelit-belit.
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c. Dlgltallsasi Pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan

dan Penunz,nan Angka Sfi.rnttng)

Hadimya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2O18 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan babak baru bagi

pemerintahan pusat maupun daerah untuk memperbaiki dan

meningkatkan tata kelola atau manajemen pemerintahan. Implikasi

dengan diberlakukannya peraturan tersebut telah mendorong seluruh

instansi pemerintah untuk wajib menerapkan SPBE atau yang lebih

dikenal dengan e-gouernment Hal ini sebagai langkah adaptasi dari

tantangan dunia yaitu revolusi industri 4.0, sehingga penerapan e-

gouernment bagi penyelenggara pemerintahan bukan lagi sebagai

pilihan, tetapi suatu keharusan.

Penerapan digitalisasi sistem tata kelola pemerintahan ini adalah

strategi untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan

publik yang prima. Implementasi SBPE secara optimal akan memberikan

dampak langsung maupun tidak langsung terhadap integrasi sistem,

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi' Program

Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting yang menjadi

salah satu prioritas presiden diharapkan dapat optimal pelaksanaannya

dengan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah'

Diharapkan penerapan e-gouernment akan menekan praktik

curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap' sampai

dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)' Keterkaitan RPJMD

KabupatenDeliSerdangTahun2olg-2o24denganRencanalnduk

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional berada pada

Misi ke-5 yaitu: "Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah

untukmewujudkantatapemerintahyangbaikdanbersih,berwibawa

dan bertanggungjawab.

d. Pentngkortoln penggralrraan Produk Do,lam Negerl (PDN)

Program Peningkatan Penggunaan Produk Datam Negeri (P3DN)

adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar

lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor'

Setiap belanja instansi pemerintah didorong agar mengurangi impor dan

banyak memalfaatkan produk dalam negeri' Kedepan pada tahun 2024

pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan realisasi PDN sebesar

4Oo/".
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e. Pengenddltan tnflast

Kineq'a perekonomian Kabupaten Deli Serdang yang digambarkan

berdasarkan atas perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) 2010, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi 5,15 persen

menurun menjadi 5,18 persen pada tahun 2019 dan mengalami

penurun€rn pada tahun 2020 menjadi sebesar -1,78 persen. Secara riil

untuk PDRB per kapita berdasarkan ADHK dari tahun 2017 hingga

tahun 2O21 mengalami peningkatan, dengan masing-masing yaitu

menjadi sebesar 44,07 jwta rupiah pada tahun 2017, menjadi sebesar

46,91 juta rupiah pada tahun 2018, menjadi sebesar 49,79 juta rupiah

pada tahun 2019, menjadi 57,02 juta rupiah pada tahun 2O2O dan

menjadi 59,39 juta rupiah pada tahun 2021 .

Pada tahun 2021 penunjang utama terhadap perekonomian

Kabupaten Deli Serdang menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) yang terdiri dari 17 sektor masih didominasi oleh

industri pengolahan yang merupakan penyumbang terbesar dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tahun-tahun

sebelumnya, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi industri

pengolahan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Deli Serdang yaitu

sebesar 31,41 persen. Kategori penyumbang terbesar kedua dalam

memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang adalah kategori

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu

sebesar 17,78 persen, kemudian dilanjutkan dengan kategori konstruksi

yaitu 16,49 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 10,59 persen,

sedangkan penyumbang terkecil atas distribusi PDRB Kabupaten Deli

Serdang yaitu kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan

daur ulang yaitu sebesar 0,04 persen. Peningkatan PDRB per Kapita

Kabupaten Deli Serdang ini memberikan pengaruh terhadap

peningkatan kebutuhan dan konsumsi masyarakat' namun terkadang

permasalahan antara ketersediaan dan pemenuhan atas kebutuhan

barang dan jasa yang tidak sebanding seringkali menimbulkan kenaikan

harga barang dan jasa. Kenaikan harga dari berbagai kelompok-

kelompok barang dan jasa mengakibatkan terjadinya inflasi'
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Tingkat inflasi menggambarkan peningkatan harga secara terus

menems. Inflasi yang digolongkan dalam kelompok inflasi ringan jika

capaian inflasi kurang dari 10 persen. Inflasi yang ringan dibutuhkan

dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi

lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan memberikan dampak

negatif karena akan mendorong penumnan konsumsi masyarakat yang

berdampak terhadap penurunan produktifitas ekonomi.

3.3.3 Penetapan Klnerja RB Tematik

No Tema Sasaran Tematik lndikator gaseline 
{2022)

TaBetTahunan Satuan Kerja

202i 2024 (oordinatoa Pelabana

I Pententasan (emi!kinan
irenurunnyaAngka

l(emiskinan

Persantase

(Emiskinan
3,62% 4,OTA 4,6% Dinas Sosial

PeBngkatDaerah

Te ait

2 PeninBkatan lnvestasi
tJ€ ningkatnya tlilai

lnvestasi

lumlah Nilai

lnvertasi

EeRkale

l{ational

(P3MDil d.n

PI.lA)

$,ava 90 oft ql0(F: OPMPRP
PelangkatOaerah

Te*alt

Diritali$si Administresi

Pemedntahan

lvleninBkatnya

lmplemenb5i

Trandormasi DiEital

(sP8E)

lndek5 SPBE Nllai 3,32 1,50 17s Dlskominfostan
PeranBkatoaerah

Te*ait

4

Penifi Skatan Pengtunaan

PlDduk Dalam N!8ed

{P30N)

I\re ningiatnfa

PengSunaan Produk

Dalarn Ne8eri

Tingkat

PenStunaan

ProdukDalam

Ne8eri

1T,L 38% AIYA Disperindag
Per?ngk.t0a€leh

Telkait

Pengenda ian lnflati
Terkendalinya

Ii qkrt lnfl a5i DaeBh
Tlngkat lnf 3si 6,1tr/5 311 3r 1 Disoe ndag

Per.nSkat oae rrh

Telkait

Tabel 3.4 Tabel Target Kinerja RB Tematik

3.3.4 Kerangka Logls (Iagtcal Frtmeuork) Setlap ?ema RB Tematlk

a. Pengentasan kemiskinan

Gambar 3.4 Kerangka l,ogis Kinerja RB Tematik Tema Pengentasan
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BAB tV

MANAJEMEIT PELAKSAIIAAIY RB DI KA'BI'PATTN DELI SERDANG

4. 1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4.1.1 Frameu.tork Implementasi Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Deli

Serdang

Arah kebijakan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten

Deli Serdang di foku skan untuk Reformasi Birokrasi manajeman

tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi General) dan

mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu

menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata

bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). Percepatan

berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi

masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata

kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan

Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik

sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas

yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan

beriringan.

Gambar 4.1. Frameuork Implementasi Reformasi Birokrasi Di

Kabupaten Deli Serdang

I

I

RB

Tematik
I I

I

7,

Fokus

lmplementasi

I
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4. 1.2 Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Leadlog Institutiotr'
Petrgampu RB General

Pengelola RB laternal/
Strategic Traasformatlol

Untt (sTUl

E\l

\

i

Gambar 4.2 Pengelola Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efeksifitas dan efesiensi dalam pelaksaan

kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang, baik

Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik

memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan

ini di upayakan dengan pembenahan pengelola Reformasi

Birokrasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

Berbeda dengan periodisasi Road Map Reformasi Birokrasi Deli

Serdang terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam

sebuah tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang

cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal maka

dalam Perub ahan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Deli

Serdang 2O2O - 2024 pengelola Reformasi Birokrasi dilevel

pemerintah daerah disusun secara lebih simpel dengan

pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

I
I

I
Leadlng Sector

Pengampu RB Tematik

\.r



35

Pengelola Reformasi Birokrasi level pemerintah daerah

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Tim Pengelola RB Internal/
Strategic Transfonnation Unit (STU), Leading Institution
Pengampuh Reformasi Birokrasi General dan Leading Sedor
Pengampu Reformasi Birokrasi Tematik. Pada Pemerintah daerah

Kabupaten Deli Serdang tidak dibentuk secara khusus tim
Reformasi Birokrasi General dikarenakan seluruh kine{a
Reformasi Birokrasi General telah tercantum didalam RPD dan

Renstra perangkat daerah sehingga pembangunar Reformasi

Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kine{a
pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola

pemerintah sehingga sudah secara otomatis telah menjadi

tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksaan Reformasi Birokrasi

Tematik, tidak secara khusus dibentuk tim Reformasi Birokrasi

Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya

telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu

pembangunan yang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi

Tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah

terbentuk Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk pengguna produk

dalam negeri telah terbentuk tim Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan investasi

telah terbentuk tim percepatan infestasi daerah. Adapun tema

untuk Reformasi Birokrasi Tematik lainnya apabila perlu

dibentuk tim maka diberikan keleluasan kepada Leading Sector

Reformasi Birokrasi Tematik tersebut.

a) Pengelola RB Interna-l/ Strategis Tlansformation Unif (STU)

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB

oleh instansi daerah masing-masing. Pada implementasinya

setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-

prograrn meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik,

komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di

pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan

implementasi tersebut, Sekretaris Daerah setiap pemerintah

daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal

{strategic Transformation llnit (STU). Struktur STU bersifat

fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa

dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada

struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-

masing instansi.
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Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Tim Evaluator Internal

Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki

tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait

kebij akan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Deli Serdang

2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Deli Serdang

3. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang

4. Anggota : Asisten pada Sekretariat Daerah Kab.

Deli Serdang dan Staf Ahli Bupati Deli

Serdang

Tim Pelaksana Reformasi Birolcasi Pemerintah Kabupaten

DeIi Serdang, beranggotakan:

1- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang

2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kab. Deli Serdang

3. Bidang-Bidang:

a. Pelaksanaan RB General

b. Pelaksanaan RB Tematik

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai

penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-

masing pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja didalamnya'

Tugas dari tim atau unit pengelola RB Internal (STU) ini adalah:

1. Merumuskan Road Map pelaksattaan RB di lingkungan

instansi dan unit kerja;

2. Melaksanakan Road Map RB dan program-program

prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah

daerah serta unit kerja;

3. Menjaga kesinambungan prograrn-program yang telah

beqialan dengan baik;

4. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan

agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan

kebutuhan stakelalders.
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Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan RB di internal dibentuk tim evaluator yang

dilaksanakan oleh Inspektorat /Satuan Pengawas Internal di

pemerintah daerah dengan tugas - tugas sebagai berikut :

1. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

2. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

pemerintah daerah;

3. memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan

pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan

4. monitoring catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi

Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi

birokrasi mandatory tahun sebelumnya telah

ditindaklanjuti serta melaporkannya kepada Evaluator

Nasional.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal

pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat

dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan

aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga prograrn RB internal

dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif'
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Gambar 4.3 Pelaksanaan RB tevel Mikro

b) Penanggung Jawab Pengampu (Leading Institutionl

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General'

l,eading Instihttion adalah perangkat daerah pengampu

indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang

memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab, untuk

menetapkan target capaian kineda pelaksanaan Reformasi

Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi

tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah

diterapkandalamPeruba}.anRoadMapReformasiBirokrasi2o2o
-2024.

&bl
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Kemudian Leading In stittttion juga mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General sesuai

dengan indikator yang diampu,melakukan evaluasi implementasi

kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi
pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun
rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan

kebij akan Reformasi Birokrasi General yang telah dilakukan serta

menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diampu setiap 6
(enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan

dan Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan

Reformasi Birokrasi General (tata kelola pemerintahanl, leading

institution melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat

daerah sesuai dengan Reformasi Birokrasi General yang di

ampunya.

c) Koordinator pengampu (Ieading sector) pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Tematik
Leading sector merupakan perangkat daerah yang

memiliki peran, kewenangan, tanggung jawab, untuk menjadi

keoordinator dalam pelaksanaan tema yang di tetapkan dalam

Reformasi Birokrasi Tematik yang memiliki tugas untuk

melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian

kinerja tematik yang di tetapkan (logical frameuorkl, menyusun

dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tematik yang di tetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan

kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi

tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi

birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan

laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi

birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk

disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluator Reformasi

Birokrasi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin reformasi birokrasi

berdampak bagi tuntas nya isu-isu pembangunan di Kabupaten

Deli Serdang yang hasil nya dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat, maka leading sector harus menyinergikan upaya-

upaya percepatan pembangunan dengan perangkat daerah,

terlebih lagi bagi tema reformasi birokrasi tematik yang capaian

kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif dengan capaian

kine{a Kabupaten. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk

pembagian perarl dalam mengintervensi pembangunan

disesuaikan dalam kewenangan masing-masing level

pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lain nya dan

tepat sasaran.
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4.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di
Kabupaten Deli Serdang adalah perangkat daerah sebagai unsur
pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi.

4.2.1 Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat

Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Untuk menj amin terjadi kesinambungan perbaikan yang

telah di lakukan (continuous improuementl dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi Kabupaten Deli Serdang, seiring dengan

perubahan kebij akan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui

panajaman Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2O2O-2O24,

maka pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi

pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam

implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang'

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah secara

umum terbagi dalam 2 komponen yaitu pelaksanaan Reformasi

Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

sebagai berikut :

a). Pelaksanaan Reformasi Birotrrasi General Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat

Daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan

Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan

tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kineda pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah' Dengan

melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan

implementasinya dapat lebih cepat terlaksana' Selain itu'

denganmelaksanakanReformasiBirokrasiGeneraldiharapan
tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat

diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan

informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi

hambatan-hambatandalampelaksanaarrReformasiBirokrasi.
PelaksanaanReformasiBirokrasiGeneralperangkatdaerah
mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi

BirokrasiGeneralpadalevelpemerintahdaerah,denganbatas
ruang lingkup pada level perangkat daerah'

4.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui

berjalan atau tidal<nya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan

Reformasi Birokrasi Tematik baik di lngkup pemerintah daerah

maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan

informasi penting ketika pelaksartaan rencana aksi tidak berjalan

sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi

untuk mendorong perbaikan berkelanj utan. Periode monitoring dan

evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan'
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Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi

Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan

evaluasi dan reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus

komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan

Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi

Reformasi Biroksasi General dan Reformasi Biroksasi Tematik baik di

lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten

Deli Serdang dilaksanakan secara manual maupun memanfaatkan

teknologi informasi sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Biroksasi General

dan Reformasi Biroksasi Tematik di lingkup pemerintah daerah

dilaksanakan oleh STU/ Tim Pelaksana RB' sedangkan untuk

monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Biroksasi General di

lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh

perangkat daerah yang ditunjuk sebagai leading institution Reformasi

Biroksasi General dan menitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi

Biroksasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU/

Tim Pelaksana RB.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokasi General

dan Reformasi Biroksasi Tematik di lingkup pemerintah daerah

dilaksalakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk

secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan

untuk evaluasi Reformasi Biroksasi General dan Reformasi Birokrasi

Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluator

Internal dan dikoordinasikan ke Tim Pelaksana RB'
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BAB V

PEITUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dituj ukan untuk menciptakan

pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat

melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari

praktek KKN. Reformasi Birolrrasi juga mendorong setiap

kementerian / lernb aga. / pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan

masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mewajibkan

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Perubahan mindset dan calhte set harus terus didorong

agar birokrasi mampu menunjukkan performa/ kinerj anya.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyafakat

yang semakin tingsi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif

dan lincah. Adanya penajaman Road Map RB pun bertujuan untuk

menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu,

penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus

dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator

RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan

kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen

pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus

dibangun bersama.
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Pada akhirnya, penetapan Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O -

2024 Kabupaten Deli Serdang ini diharapkan dapat membantu

menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten

Deli Serdang yang merupakan tanggung jawab seluruh elemen

pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus

dibangun bersama seluruh stakelwlders di Kabupaten DeIi Serdang

sebagaimana diharapkan dalarn Grand Design Reformasi Birolcasi 2OlO -

2025.

BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN

ttd
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Lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang
tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Deli Serdang
Nomor 1L 1 Tahun 2O2O Tentang
Perubahan Road Map Reformasi
Birolrrasi Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang 2O2O-2O24
Nomor: tlt Tahun 2023
Tanggal : zs a<k>toe< 2023

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2O2O - 2024

BAB I

PEITTDAIIULUAIT

Latar Belakang

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB)

yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata

kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang

dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder

yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah

telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O15 yang terbagi dalam tiga

periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2O2O-2O24.

Dalam lima tahun pertam a (2O1O-2O14), Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang memprioritaskan tujuan reformasi pada penguatan birokrasi

pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kapasitas dan akuntabilitas

kine{a birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada periode lima tahun kedua dari Grand Design Reformasi

Birokrasi Nasional (2015-2019l, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

masih fokus memprioritaskan kelanjutan hasil pada lima tahun pertama

dan melanjutkan agenda utama mewujudkan birokrasi yang bersih,

akuntabel, melayani dengan baik sekaligus memperbaiki kelemahan

kelemahan pencapaian periode pertama. Pada periode terakhir (2020-

20241, reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang masih terus fokus pada peningkatan berkelanjutan

mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien

serta menjamin pelayanan publik yang prima.
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Pada periode ketiga ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga

menempatkan tujuan utama reformasi untuk semaksimal mungkin

memenuhi harapan dari tujuan umum Grand Design Reformasi

Birokrasi Nasional di tahun 2025 yaitu menghasilkan karakter birokrasi

yang berkelas dunia Quorld class bureatcracg) yang dicirikan dengan

beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata

kelola yang semakin efektif dan efisien.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2O1O-2O25 yang

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya

reformasi diharapkan menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia.

Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (gouernancel, semal<in

baik pula hasil pemban gorran (deuelopment outcomesl. Hal tersebut

dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan

oleh masyarakat seperti program pengurangan kemiskinan, program

lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada

kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah

memasuki periode Road Mop terakhir Grand Design RB Tahun 2010-

2025, hasil yang ditunjukan masih belum optimal. Beberapa upaya RB

masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada

manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkal adanya

perbedaan antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang

diharapkan pada akhir tahun 2025. Perbedaan tersebut dapat dilihat

dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi

perencanaan, konteks Road Map RB 2O2O-2O24 yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2O2O - 2024,

belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang

mendorong percepatan pencapaian pembangunan daerah dan nasional

maupun daya saing global.

Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level daerah maupun

unit kerja belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait

kineda konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan

praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perencanaan dan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial

oleh masing-masing unit kerja sehingga belum berfokus pada isu

strategis daerah serta arah Pembangunan Daerah maupun Nasional.
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t.2

Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman/

perubahan terhadap Roo.d Map RB 2020-2024 Deli Serdang yang

berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tent-ang Perubah an Road Map

Reformasi Birokrasi 2O2O - 2024. Penajarrtan Road Map iri juga untuk

membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2O2O-2O24 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dan.i Road

Map RB 2O2O-2O24 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi

Birokrasi dalam Road Map RB Kabupaten Deli Serdang belum

sepenuhnya mErmpu menjawab isu strategis daerah dan nasional

terkait dengan pembangunan daerah, daya saing pemerintahan,

pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab

dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas

Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan

strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran

lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi

diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi

terhadap sasaran strategis dan tuj uan Reformasi Birokrasi.

3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap

akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal,

serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

Tujuan Penajaman Road Map RB

Perubahan/ Penajaman Road Map RB (2O2O-2O241 ini disusun

untuk membantu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam

menjabarkan Visi Misi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (2019-2024) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang

Reformasi Birokrasi yang selaras dengan yang ditetapkan dalam Misi ke

5 yaitu Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk

mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa dan

bertanggung jawab.
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Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O2V2O24 dengan tujuan,

yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman Road Map RB Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

2O2O - 2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB

sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara

signifikan oleh masyarakat. Selama ini pelaksanaan RB masih

berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-

masing perangkat daerah, selain itu Road Map RB 2020 - 2024

sebelum pen4jaman disusun sebelum munculnya pandemi dan

belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design.

Melalui penajamal Roo.d Map RB 2O2O-2O24 ini, dapat fokus pada

perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian

agenda Pembangunan Daerah.

2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai

dengan kebutuhan.

Penqiaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab

kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada

menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan,

namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata te4'adi di

lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala

nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam

menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan

dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang

disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh

terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan

orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.



Penajaman Road Map RB 2O2O-2O24 dilakukan untuk

meningkatkan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait,

baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Dinas/ Badan

yang menjadi koordinator pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk

mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi

hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui

penajaman Road Map RB 2O2O-2O24, seluruh unit kerja diharapkan

dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan

Pembangunan daerah.

1.3. Isu Strategis Pelaksanaan RB Deli Serdang 2O2O - 2024

Pelaksanaan RB di Kabupaten Deli Serdang menghadapi beberapa

permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir

yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu

strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map

RB Deli Serdang 2O2O-2024 .

1.3.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah

yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola

pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan

menimbulkan potensi masalah Lain jika tidak segera ditangani.

Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan

RB di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1 . Birokrasi yang Be1um Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi

harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan

tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang

menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya,

peran yarlg silo masih menjadi tantangan dalam

perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB.

Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-

peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam

rumusan tujuan, sasaran (goal settingl dan strategi

pelaksanaan RB.

5
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2. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digrtal yang

mendukung kine{a birokrasi, pemerintah telah menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan

kebijakan, koordinasi penerapzrn, dan evaluasi SPBE telah

dilaksanakan, nrunun saat ini implementasi SPBE belum

mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini

disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di

pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan

perenczrnaan dan integrasi sistem yang dibangun

pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan

penguatan dan percepatan implementasi SPBE seca.ra

berkelanjutan.

3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang

belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian

proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi,

penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kery'a pasca

penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem keq'a pada

Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang

mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan

menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja

yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi

sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada

kery'a tim yang fokus pada hasil serta menghargai

kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan

tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung

pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk

pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PAN-RB telah

menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun

2022 tentang Sistem Kerl'a Pada Instansi Pemerintah Untuk

Penyederhanaan Birokrasi.
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Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini,

seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera

menyesuaikan sistem keq'anya melalui penyempurnaan

mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang

berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan

perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional

akan dapat ditugaskan secara Jleible, changeable, d.an

moueable, dengan pengelolaan kine4'a yang akuntabel.

Pegawai ASN tidak bekeq'a dalam kotak-kotak tertentu

melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut

untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan

kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit

organisasi, narnun juga dapat dimanfaatkan di luar unit
organisasi.

4. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih

menghadapi kenda-la

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan

masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari

masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang

dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya.

Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya

perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena

itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

5. Budaya Birokrasi: BeTAKHLAK yang belum terimplementasi

dengan baik

BeTAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-

nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang

(UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas

komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya

integritas tinggi dan pelayanan prima.
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Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi

pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku

menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan

pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah

disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah, nannun

belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman

makna nilai BeTAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh

pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penguatan dalam intemalisasi nilai BeTAKHLAK secara

masif dan berkelanjutan.

1.3.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang

muncul di masyarakat terkait dengan agenda program

Pembangunan Daerah/Nasional. Isu strategis hilir umumnya

te{adi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu
tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan

dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli

Serdang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan

kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang

dikeluarkan;

2. Tantangan resesi global dan peningkatan investasi;

3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap

pelayanan publik prima;

4. Dampak inflasi;

5. Peningkatan penggunaan produk dalam Negeri (pDN).

1.4 Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Deli Serdang ( 2O2O - 2022)

Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai

akhir tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan

jabatan 481 pegawai eselon IV, sudah terdap at 373 pegawai

yang dilantik menjadi fungsional. Dilakukan agar proses keq'a

birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis

dalam pengambilan keputusan.
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2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan

pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada

pengguna layanan. Pada Penilaian Tahun 2022 Indeks SPBE

Kabupaten Deli Serdang adalah 3.32 pada skala I - 5.

3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(sAKrP)

SAKIP merupakan manajemen kine{a sektor publik yang

memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kineq'a sehingga

memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja

Instansi Pemerintah. Pada Penilaian Tahun 2022 Indeks SAKIP

Kabupaten Deli Serdang adalah 70. 18 dengan Predikat .B8".

4. Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang

dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk

memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar

pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas

pelayanan yang dilakukan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

terus berupaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada

masyarakat hal ini tercermin dari penilaian yang dilaksanakan

oleh Kementerian PAN-RB melalui Indeks Persepsi Kualitas

Pelayanan Publik (IPKP) dimana pada tahun penilatan 2022

Deli Serdang mendapat nilai 95.90 dan penilaian Kepatuhan

terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI di

tahun yang sama Deli Serdang mendapat nilai 91,99.

Selain itu, progres capaian RB Kabupaten Deli Serdang juga dapat

dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan

pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. pada

Gambar 1.1 merupakan capaian Indeks RB Kabupaten Deli Serdang.
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Gambar l.l : Indeks RB Deli Serdang 2O2O - 2022
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BAB II
Gambaraa Pelaksa'raan Reformasi BlroLrasi Pemerlatah

Kabupaten Dell Serdang

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang, terdapat beberapa permasalahan

yang tedadi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang belum baik dan

capaian tersebut juga belum berdampak terhadap masyarakat Kabupaten

Deli Serdang.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang di antaranya sebagai berikut :

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi sa,lah satu faktor yang

berpengaruh terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah be4'a1an

melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Deli Serdang yang bersifat koordinatif dirasakan belum

efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang

muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang

diantaranya sebagai berikut :

1) Masih terdapat paradigma atau anggapan di antara Tim Reformasi

Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hat ini
menyebabkan kurang tedalinnya kolaborasi dan komunikasi yang

efektif dalam implementasinya di lapangan;

2) Belum adanya pembagian peran yang jelas di antara pengarnpu

indikator kineda Reformai Birokrasi. Hat ini dikarenakan dalam

dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat

daera-l., komponen-komponen pembentuk Citical .Success Factor

(CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di

perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi

terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
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3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang

dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang

dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang di

delegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam struktur

organisasi perangkat daerah berada pada level menengah (middle

leuell yang harus mengoordinasikan level kepala perangkat daerah

(highleuell; dan

4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh

jajaran baik ASN maupun stakelalder lainnya yang terlibat dalam

penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan

implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerj anya

masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung

pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik

kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun 2022, ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang secara umum

masih dibawah dari yang diharapkan. Capaian Indikator

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli

Serdang tahun 2022 dapat di lihat pada tabel - tabel berikut:

No. Komponen Penllalan Bobot
Nilal

2o21 2o22

A. Komponen Pengungkit

l. Pemenuhan 20,00 7,23 7,93

II. Hasil Antara Area Perubahan 10,o0 5,59 6,57

III. Reform 30,00 10,42 11,92

Total Komponen Pengungkit 6(),oo 23,24 26,42

Tabel 2.1. Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi
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Tabel 2.2. Nilai Hasil Antara Reformasi Birokrasi

I[o. Hasll Antara Skala
Ntlat
2o2r

Nilai
2o22

Sumber Data

1
Indeks Sistem
Merit

0-400 109,00 188,50 KASN

2
Indeks
Profesionalitas
ASN

0- 100 50,34 49,81 BKN

3

Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik (SPBE)

1-5 2,39 3,,32
Kementerian PAN-
RB

4

Kualitas
Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan Jasa

0- 100 32,04 60,70 LKPP

5
Indeks Pelayanan
Publik 0-5 3,97 4,03 Kementerian PANRB

6 Kapabilitas APIP 0-5 2+ 3,00 BPKP
7 Maturitas SPIP 0-5 2,OO 3,00 BPKP

B

Indeks
Pengawasan
Kearsipan

0- 100 76,88 82,29 ANRI

I
Kepatuhan
terhadap Standar
Pelayanan Publik

0- 100 98,90 91,99
Ombudsman
Republik Indonesia

No. Komponen Hasll Skala Nilai Sumber Data

1 Opini BPK Opini WTP
Badan Pemeriksa
Keuangan

2 Nilai SAKIP 0- 100 70,ra Kementerian
PANRB

3

Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan
Publik (IPKP)

0- 100 9s,90
Kementerian
PANRB

4
Indeks Persepsi Anti
Korupsi (IPAK)

0- 100 77,50

5
Survei Intemal
Organisasi

0- 100 75,68
SPI Internal oleh
KPK

Tabel 2.3. Nilai Komponen Hasil Reformasi Birokrasi

Survei Penilaian
Integritas (SPI)

Eksternal oleh
Komisi
Pemberantasan
Korupsi (KPK)
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No. Komponen Penilaian Bobot
Nilat

2o2L 2022

B

1 Akuntabilitas Kine4'a dar Keuangan 10,00 7,5t 1,91

2 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,65 9,59

3
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas
KKN

10,00 7,O2 7,75

I Kine{a Organisasi 10,00 5 66 6,85

Total Komponen Hasll 40,OO 28,84 32,LO

Indeks Reformasl Blrokraei {Pengungklt
+ Hasil)

1OO,OO 52,O7 58,52

Tabel 2.4.lndeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)

Ketercapaian setiap Indikator penilaian setiap komponen pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang merupakan gambaran dari

implementasi nyata di lapangan. Dari tabel-tabel yang di paparkan

menunjukan cerminan nyata dari implementasi pelaksanaan reformasi di

Kabupaten Deli Serdang dan dari hasil yang didapat perlu tindakan secara

komprehensif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar perbaikan merata

pada seluruh perangkat daerah dari segi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.1 Kondisi Eksisting Sesuai Dengan Perubahan Road Map RB 2O2O-

2O24 Nasional ( Target Capaian Indikator Tuj uan RB Nasional)

Kondisi eksisting Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang dibandingkan dengan target pada Road Map RB Nasional

(PermenPAN-RB No 3 Tahun 2023) dengan target P-RPJMD 2019 -

2024 Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

Komponen Hasil
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Tabel 2.5 Perbandingan Kondisi Eksisting dengan Target Road Map RB
Nasional dan P- RPJMD 2Ol9 - 2024 Deli Serdang

Capaian lndeks
Reformasi
Birokrasi
Kementerian/
t*mb,ga/
Pemerintah
Daerah

70 o/o

Kabupaten
/Kota
Minimal Baik

B s8,s2 (cc)

Angka
Kemiskinan
Menurun

4,060/0 3,62/o

1 Terwujudnya birokrasi
yang bersih, efektif dan
berdaya saing
mendorong
pembangunan nasional
dan pelayanar publik

Capaian Indikator
Kineq'a
Pembangunal

Pertumbuhan
lnvestasi
Meningkat

9O"/o 93,470

lndeks SPBE 5Oo/o

Kab/Kota
Baik

3,32 (skah r -
s)

Capaian
Akuntabilitas
Kine4'a

1000/0

Kementrian/
l*mbaga/
Pemerintah
Daerah
Minima-l Baik

7 2,OO 70, 18

'2 Terciptanya
kelola
pemerintahan
yang
kolaboratif,
akuntabel

tata

digital
lincah,

dan

Capaian
Akuntabilitas
Keuangan

lOOo/o

kementerian/
lemb"gal
pemerintah
daerah wTP
dengan
tingkat
tindak lanjut
8Oo/o

WTP WTP ( sejak
LKPD TA 2O2O)

Nilai Survei
Emploger Brondinq

7 ,660/o 1O7o (commited)

Nilai Survei Indeks
BeTAKHLAK

67 ,t240/o 63,300/"

Nilai
Penilaian
Integritas

Survei Nilai rata-
rata
kementerian/
lembaga/
pemerintah
daerah
meningkat

7 5,64

3 Terciptanya Budaya
Birokrasi BeTAKHI.AK
dengan ASN yang
Profesional

Nilai Survei
Kepuasan
Masyarakat

Nilai rata-
rata
kementerian/
lemb"ga/
pemerintah
daerah
meninAkat

77 ,35 71,69

l[o
I

TuJuan RB 2O2O-
2O24 Nastonal

Indlkator TuJuaa
Targct Road

MaP RB
IYarloaal

2o24

Targct Alhlr
P- RPJUD Delt
Eerdaag 2O19

- 2024

I(.oa.dis|2022
Deli Serdang
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BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERIIYTAH KABUPATEIT DELI

SERDAITG 2O2O _ 20.24

3.l Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tenta ng perubahan atas peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2o2o-2o24 telah menetapkan

tuj uan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi secara nasiona-l. Tujuan

Reformasi Birokrasi 2o2o-2o24 adalah Blrokrasi yang bersih, efekfif, dan

berdaya salng mendorong pembangunan naslonal dan pelayanan

publlk, sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yattu:

1 . Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan

kolaboratif sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan

(gouernancel yang mampu mempertanggung jawabkan penggunaan

sumber daya melalui penciptaan hasil / dampak yang nyata bagi

masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk
selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan

lingkungan strategis yang berciri vucA (volatititg, [Jncertaintg,

complexifu, Ambiguitgl. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola

yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Terciptanya budaya birokrasi BeTAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan

nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif,

dan kolaboratif datam pelaksaan tugas menyelenggarakan pelayanan

publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki

komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kineq'a, dan daya saing yang

tinggi.

3.2 Perencanaan RB General

Pelaksanaan RB pada level mikro mengacu pada kebijakan RB

yang telah ditetapkan di level makro dan meso. HaJ ini telah tergambar

pada Road Map RB 2O2O-2O24 dengan penajaman yang mengarahkan

Pelaksanaan RB ke dalam 2 fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.



Perencanaan RB General Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

mengacu kepada pelaksanaan RB Nasiona-l. Tahapan pembangunan RB

General Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat diilustrasikan

dalam gambar berikut:

Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan RB General pemerintah

Kabupaten Deli Serdang

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah daerah sebagai pelaksana level mikro
melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam dimensi prioritas nasional
yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan

utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reforrnasi Birokrasi
Nasional, serta berifat mandatory.

Kegiatan utama reformasi birokrasi yang bersifat mandatory di
Deli Serdang tetapkan sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan UtFma (KU) Indikator Kegiatan Utama

1

Penyederhalaan Birolcasi
(Penyederhanaan Struktur
Organisasi) / transformasi
organisasi bebasis kine4'a dan

Tingkat Implementasi
Penyederhanaan
Birokrasi

,2
Pel,aksanaan Sistem Keqia Baru
dengan model fleksibel bagi
Pegawai ASN

Tingkat Implementasi Sistem keq'a
Baru
dan Fleksibilitas a al

Pelaksanaan Arsitektur SPBE
nasional

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

4
Pemerintah

Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Nilai Akuntabilitas Kineda Instansi

Pemerintah (AI{IP)

5 Pembangunan Zona Integritas Tingkt ke berhasilan pembangunan
zona integritas

6
Penguatan implementasi
sistem pengendalian intern

merintah SPI
Tingkat Maturitas SPIP

7
Penguatan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat

Tingkat Tindak l,anjut Pengaduan
Masyarakat (LAPOR)

8
Penguatan Upaya Pencegahal
Korupsi Survei Penilaian Integritas

agile

yalg terintegrasi

tr..A-tr*. tb-Ftrt
,.th.rh. r.ta-rb.
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Tabel 3.1 Kegiatan Utama Mandatory

Setelah indikator dari Kegiatan Utama (KlJl mandatory ditentukan
sesuai tabel di atas selanjutnya ditetapkan target dari Kegiatan utama
(KU) tersebut sebagaimana tabel berikut :

No

9
Pelaksanaan Tata Kelola
Kebijakan Publik Indeks Kualitas Kebijakan

10
Pelaksanaan Pembentukan
Peraturan Perundang - Indeks Reforrnasi Hukum

l1 Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip

1'2
Pelal<sa naall Data Sta tistik
Sektoral

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan
Statistik Sektora,l

13
Penguatan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah Indeks Tata Kelola Pengadaan

l4 Penguatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset

Opini BPK

15

Penataan Jabatan Fungsional

Indeks Sistem Merit

Penguatan Manajemen Talenta
ASN

Pengelolaan Kinerja Pegawai
ASN

Penguatan Sistem Merit

16 PaLalsanaan Core Talues ASN Indeks Berakhl,ak

17
Pelaksa-naan Pelayanan Publik
Prima

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Indeks Pelayanan Publik
Tingkat Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik

Kegiatan Utama (KU) Indikator Utama
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3.3 Pembangunan RB Tematik Kabupaten Deli Serdang

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan

menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan

(deboltleneckinsl yanc menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan

nasional secara kolaboratif. Konsep RB Tematik, diharapkan dapat

mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif
mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi

Birokrasi rematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam
pembangunan dengan berbagai pelaksanaan prograrn kegiatan yang

sifatnya problem soluing-debottlenecking dalam tata kelola pemerintah.

Tahapan pembangunan RB Tematik

dapat digambarkan seperti berikut :

Kabupaten Deli Serdang

Gambar 3.2 Tahapan RB Tematik

3.3.l Pernilthaa/ Menetapkaa Tema RB TematiL

Langkah awal dalam kerangka pembangunan RB Tematik

adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus

RB Tematik pada tahun beq'alan. Dalam menetapkan tema,

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berangkat dari euid.ence

berupa data yang kuat dan relevan (euidence based policgfl.

Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data

tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat

digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang

digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik

dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

Tahapan RB Temetik (WVDII

l. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
(RMRB), meliputi:

LI Pemilihan tema

1-2 ldentifikasi masalah

1 .3 Penetapan kineria (log frame)

2. Penyusunan Rencana Aksi

3. Pelaksanaan Rencana Aksi

4. Monitoring dan Evaluasi
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Metode yalg digunakan adalah melalui evaluasi terhadap
kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja eksisting.

Setelah melakukan identifikasi terhadap kinerja yang

diinginkan dengan kineq'a eksisting yang ada, maka

selanjutnya adalah memperhatikan GAp yang muncul dari
kedua kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan pelaksanaan RB

Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah

dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara

kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai

dalam RB Tematik.

A

il H.-

n
L

k
Praarggulr ngan

Xairri*inao
P.niagketan

lnvcitaai
Di9it.lir..i

P.rrte.inLhrn

Paningl.tan Partggua.an
P.odll Drlrn ta.g.ri (Fotll Pcogondelien lnlleri

Gambar 3.3 Tema Pelaksanaan RB Tematik

Tabel 3.3 Analisa Penetapan Tema RB Tematik

Dari analisa data pada tabel 3.3. di atas, beberapa indikator

dari tema pada RB Tematik untuk Kabupaten Deli Serdang memang

sudah melampaui Target Nasional seperti angka kemiskinan pada

tahun 2O22 DeIi Serdang sudah mencapai angka 3,620/" sedangkan

target nasional untuk angka kemiskinan pada tahun 2O24 adalah

7o/o.

s,rlril -lotr:s:iFrrd.rs.5u.i

1 Pengentasan Kemlskinaf, 3,67% 7,Wy, 4,Wc 1o 5 5 5 10 35

Rp2.718.192,m Rp2.2.893,s4
2

Peningketan lnvestasi{ RP

rut. & u5 5) s 83.092,40
Rp.1.650Triiiun

5 104.529,62
9 9 a 42

3

Dititalisari P e merintahan

Stunting)

13,90n t4% 12.W 5 6 6 31

Peningkatan PenE8unaan

(PDN)

3726 4$', 10 10 10 4a

5 6,10% 2.5 r1 3j1 10 9 10 9 9

2(122

9
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a. Pengentasan kemiskinan ;

b. Peningkatan investasi;

c. Digitalisasi pemerintahan (Program percepatan pencegahan dan

Penurunan Angka Stunting) ;

d. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (p3DN);dan

e. Pengendalian inflasi

3.3.2 Identtflkasl Masalah

a. Pengento.san Kemlsklnan

Kecenderungan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang

mempunyai empat dimensi pokok, yaitu: (l) minimnya kesempatan

ke4a; (21 rendahnya kemampuan/ keterampilan ke{'a (3) terbatasnya

jaminan sosia-l; dan (4) pemberdayaan yang kurang. Dengan upaya

pemerintah daerah yang terus meningkatkan infrastruktur diharapkan

dapat memacu perekonomian daerah yang diharapkan dapat menjadi

daya ungkit mengurangi kemiskinan, namun demikian dengan

keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan ternyata

belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan.

Dari identifikasi dan analisa yang dilakukan, salah satu

penyebabnya adalah lemahnya kemampuan masyarakat untuk

mempergunakan infrastruktur yang telah dibangun untuk menjadi

modal dalam melaksanakan kegiatan usaha. Belum optimalnya

masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur yang dibangun sehingga

diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat mendorong

pemanfaatan infrastruktur yang telah ada untuk mendukung

pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus dengan menerapkan akses

keterbukaan terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya di

Kabupaten Deli Serdang.

Namun demikian dalam perubahan Road. Map Reformasi

Birokrasi 2o2o-2o24 Deli serdang yang memiliki waktu pelaksanaan

hingga talrun 2O24. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan

5 (lima) tema Reformasi Birokrasi Tematik vaitu:



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik daerah Kabupaten Deli

Serdang bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang

mengalami peningkatan, sejak tahun 2016 sebesar 4,86 persen dan

terus menglami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 3,gg

persen walaupun pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun

menjadi - 1,78 persen. Jika membahas perekonomian Kabupaten Deli

Serdang dari sudut pandang Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB), pada tahun 2020 menunjukkan bahwa atas dasar berlaku telah

mencapai sebesar Rp 110.145 miliar berada dalam posisi ke dua di

Prorrinsi Sumatera Utara, sedangkan PDRB atas dasar konstan tahun

2010 pada tahun 2020 sebesar 70.596,68 miliar rupiah.

Dengan melihat angka PDRB dan jumlah kemiskinan,

pemerintah perlu melakukan perbaikan perekonomian

masyarakat kalangan menengah ke bawah.

maka

untuk

b. Penlngkatan Inuestasl

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi

Kabupaten Deli Serdang terkait dengan meningkatkan investasi pada

pemerintah kabupaten Deli Serdang, maka Kabupaten Deli Serdang

memilih tema peningkatan investasi untuk menyelesaikan masalah-

masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang

investasi Kabupaten Deli Serdang, karena adanya wabah pandemi

covid- 19 dan minim nya data potensi dan peluang investasi pada

perangkat daerah;

2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk

menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha

terhadap pentingnya pelaporan LKPM ;

3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal

disebabkan karena adanya wabah pandemi covid- 19;

4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor

pada aplikasi Online Single Submission (OSS) karena adanya

perubahan versi OSS yang menyulitkan usaha untuk

mendaftarkan perusahaannya;

5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan

karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan

berbelit-belit.

25
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Digttallsasi Pemerlntahcn (Program percepatan pencegahan

dan Penurunan Angka Sltanting)

Hadirnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan babak baru bagi

pemerintahan pusat maupun daerah untuk memperbaiki dan

meningkatkan tata kelola atau manajemen pemerintahan. Imptikasi

dengan diberlakukannya peraturan tersebut telah mendorong seluruh

instansi pemerintah untuk wajib menerapkan SPBE atau yang tebih

dikenal dengan e-gouernment Hal ini sebagai langkah adaptasi dari

tantangan dunia yaitu revolusi industri 4.0, sehingga penerapan e-

gouernment bagi penyelenggara pemerintahan bukan lagi sebagai

pilihan, tetapi suatu keharusan.

Penerapan digitalisasi sistem tata kelola pemerintahan ini adalah

strategi untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan

publik yang prima. Implementasi SBPE secara optimal akan memberikan

dampak langsung maupun tidak langsung terhadap integrasi sistem,

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. program

Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting yang menjadi

salah satu prioritas presiden diharapkan dapat optimal pelaksanaannya

dengan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Diharapkan penerapan egouernment akan menekan praktik

curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, sampai

dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterkaitan RPJMD

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2Ol9-2O24 dengan Rencana Induk

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional berada pada

Misi ke-5 yaitu: "Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah

untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa

dan bertanggung jawab.

d. Penlngkatanr penggunaan Produk Dalam ileget l (PDt{)

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar

lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Setiap belanja instansi pemerintah didorong agar mengurangi impor dan

banyak memanfaatkan produk dalam negeri. Kedepan pada tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Deii Serdang menargetkan realiSasi PDN sebesar

4Oo/".



e. Pengend.a,lian infTasl

Kineq'a perekonomian Kabupaten Deli Serdang yang digambarkan

berdasarkan atas perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) 2010, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi 5,15 persen

menurun menjadi 5,18 persen pada tahun 2019 dan mengalami

penurunan pada tahun 2O2O rrenjadi sebesar -1,78 persen. Secara riil

untuk PDRB per kapita berdasarkan ADHK dari tahurl 2017 hingga

tahun 2021 mengalami peningkatan, dengan masing-masing yaitu

menjadi sebesar 44,O7 jwta rupiah pada tahun 2017, menjadi sebesar

46,91 juta rupiah pada tahun 2018, menjadi sebesar 49,79 juta rupiah

pada tahun 2019, menjadi 57,02 juta rupiah pada tahun 2O2O dan

menjadi 59,39 juta rupiah pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penunjang utama terhadap perekonomian

Kabupaten Deli Serdang menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) yang terdiri dari 17 sektor masih didominasi oleh

industri pengolahan yang merupakan penyumbang terbesar dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tahun-tahun

sebelumnya, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi industri

pengolahan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Deli Serdang yaitu

sebesar 31,41 persen. Kategori penyumbang terbesar kedua dalam

memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang adalah kategori

perdagangan besar dan ecerzrn; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu

sebesar 17,78 persen, kemudian dilanjutkan dengan kategori konstruksi

yaitu 16,49 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 10,59 persen,

sedangkan penyumbang terkecil atas distribusi PDRB Kabupaten Deli

Serdang yaitu kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan

daur ulang yaitu sebesar 0,04 persen. Peningkatan PDRB per Kapita

Kabupaten Deli Serdang ini memberikan pengaruh terhadap

peningkatan kebutuhan dan konsumsi masyarakat, namun terkadang

permasalahan antara ketersediaan dan pemenuhan atas kebutuhan

barang dan jasa yang tidak sebanding seringkali menimbulkan kenaikan

harga barang dan jasa. Kenaikan harga dari berbagai kelompok-

kelompok barang dan jasa mengakibatkan terjadinya inflasi.



za

Tingkat inflasi menggambarkan peningkatan harga secara terus

menerus. Inflasi yang digolongkan dalam kelompok inflasi ringan jika

capaian inflasi kurang dari 10 persen. Inflasi yang ringan dibutuhkan

dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi

lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan memberikan dampak

negatif karena akan mendorong penurunan konsumsi masyarakat yang

berdampak terhadap penurunan produktifitas ekonomi.

No Tema SasaranTernatik lndikator Satuan Basellne {2022)
TaGetTahunan Satuan

2023 2024 (oodinator Pelaksana

1 PenSentasan Xemi5kinan
(emlskinan

Pelsentase

Kemiskinan
4,OV/6 4,M% Dinas Sosla

Pe.anSkatDae.ah

Terkait

1 PeninSkatan Investasi
MeninBkatnya Nilai

lnvesfdsi

lumlah Niiai

lnvestasi

B€15kala

NasionaL

(P3MDN dan

PrvrA)

93,8:7.:A 90.mI 90.otrr DPMPTsP
PelanglatDaelah

Tedait

3
Digitalisasi Administrzsi

Perirenntahan

lrle ninBkatnya

lmplementa5i

Tlendorma5i Digital

(sPBr)

lndekrSPBe lri 1,32 1s0 1,1s Diskomlnfostan
Perangkat0aerah

Tertait

4

PeninSkatan Penggunaan

Pmduk Dalam Negeri

{P3DN)

Menin8katnya

Penggunaan Produk

Dalam Negeri

TlnBkat

Pen8sunaan

Produk DaJam

NeBei

3TA 38ol Aff/. Disperindag
PeranglatDaer?h

Te*ait

5 PenBendallen lflflasi
Terkendalinya

Il nSkat lnflasi lhe ra h
finSket Infla!; 6,144 311 311 DisperindaB

Pel?nskat0aerah

Terkait

Tabel 3.4 Tabel Target Kinerja RB Tematik

3.3.4 Kerangka Logis (Logtcal Frameuork) Setlap Tema RB Tematlk

a. Pengentasan kemiskinan

tarr:m.ryIi

.tlh

laGllrlnrt L!r.olrr..F
oal'&tnirllld-
Entridn Fi!

kra.rdrFS.E a

!+i i.5rr&tntb drt

I/l.ntt$rrrr.l*f,It rt!
Irqal.tdfr r-t nirri
irrii' I.dr Progr lnll
bE ,. ..iinth.fdl

,iqintrftry. i.!B6Fr,r
Fl.&irn CFtni-t
l.!t a.re& r-rlh .lrt

iL*Br.6tr rqllf,l?0sr

,.caobr,lbdFf -r
tli lrry&riAhdr

Menurunnye Angh Kemi:kinrn

3.3.3 Penetapan Kinerja RB Tematik

3,62%

Iilroillkd iirl
t .rhai{ry. 9rndrtn2n

tkp'lldHilb d- rl'ryttttlrrft'rhi!ri-
IirEn

Gambar 3.4 Kerangka Logis Kinerja RB Tematik Tema Pengentasan

Kemiskinan
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BAB TV

MANAJEMEN PELAKSAIYAAIY RB DI KABUPATEN DELI SERDANG

4. 1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah

4.1.7 Framework Implementasi Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Deli

Serdang

Arah kebijakan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten

Deli Serdang di fokuskan untuk Reformasi Birokrasi manajeman

tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi General) dan

mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu

menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata

bag, masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). percepatan

berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi

masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata

kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan

Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik

sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas

yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan

beriringan.

Gambar 4.1. Frameuork Implementasi Reformasi Birokrasi Di

Kabupaten Deli Serdang
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4.1.2 Pengelola Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah

Untuk menjamin efeksifitas dan efesiensi dalam pelaksaan

kebij akan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang, baik
Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik
memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan

ini di upayakan dengan pembenahan pengelola Reformasi

Birokrasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten DeIi Serdang.

Berbeda dengan periodisasi Road Map Reformasi Birokrasi Deli

Serdang terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam

sebuah tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang

cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal maka

dalam Perub ah,an Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Deli

Serdang 2O2O - 2024 pengelola Reformasi Birokrasi dilevel

pemerintah daerah disusun secara lebih simpel dengan

pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

L€adlDg Instltutlon
Petrgampu RB General

Peagelola RB Interaal/
Strateglc Trarsformatlon

Unit (STUf

E \,/

\{ai
Leading Sector

Pengampu RB Tematlk

Gambar 4.2 Pengelola Reformasi Birokrasi Level pemerintah Daerah
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Pengelola Reformasi Birokrasi level pemerintah daerah
Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Tim pengelola RB Internal/
Strategic Tfansfonnation Unit (STU), Leading Institution
Pengampuh Reformasi Birokrasi General dan Leading Sector
Pengampu Reformasi Birokrasi Tematik. pada pemerintah daerah
Kabupaten Deli Serdang tidak dibentuk secara khusus tim
Reformasi Birokrasi General dikarenakan seluruh kineda
Reformasi Birokrasi General telah tercantum didalam RpD dan
Renstra perangkat daerah sehingga pembangunan Reformasi
Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja
pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola
pemerintah sehingga sudah secara otomatis telah menjadi
tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksaan Reformasi Birokrasi
Tematik, tidak secara khusus dibentuk tim Reformasi Birokrasi
Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya
telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu
pembangunan yang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi
Tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah
terbentuk Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk pengguna produk
dalam negeri telah terbentuk tim peningkatan penggunaan

Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan investasi
telah terbentuk tim percepatan infestasi daeral. Adapun tema
untuk Reformasi Birokrasi Tematik lainnya apabila perlu
dibentuk tim maka diberikal keleluasan kepada Leading Sector
Reformasi Birokrasi Tematik tersebut.

a) Pengelola RB Internal/ Strategis Transforrnation Unrl (STU)

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB

oleh instansi daerah masing-masing. Pada implementasinya
setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-
program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik,
komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di
pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan
implementasi tersebut, Sekretaris Daerah setiap pemerintah
daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal
(Strategic Transformation Unit (STU). Struktur STU bersifat
fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa
dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada
struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-
masing instansi.
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Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai

penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-

masing pemerintah daerah beserta jajaran unit keq'a didalamnya.

Tugas dari tim atau unit pengelola RB Internal (STU) ini adalah:

1. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan

instansi dan unit kerj a;

2. Melaksanakan Road Map RB dan program-program

prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah

daerah serta unit kerja;

3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah

berjalan dengan baik;

4. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan

agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan

kebutuhan stakelalders.

Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Tim Evaluator Internal

Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki

tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait

kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Deli Serdang

2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Deli Serdang

3. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang

4. Anggota : Asisten pada Sekretariat Daerah Kab.

Deli Serdang dan Staf Ahli Bupati Deli

Serdang

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang, beranggotakan :

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang

2. Sekretaris : Kepala Bagran Organisasi Sekretariat

Daerah Kab. Deli Serdang

3. Bidang-Bidang:

a. Pelaksanaan RB General

b. Pelaksanaan RB Tematik
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Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan RB di internal dibentuk tim evaluator yang

dilaksanakan oleh Inspektorat /Satuan pengawas Internal di
pemerintah daerah denga-n tugas - tugas sebagai berikut :

1. melakukan evaluasi perenc€rnaan dan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

2. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

pemerintah daerah;

3. memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan

pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan

4. monitoring catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi

Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi

birokrasi mandatory tahun sebelumnya telah

ditindaklanjuti serta melaporkannya kepada Evaluator

Nasional.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal

pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat

dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan

aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal

dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.
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Gambar 4.3 Pelaksanaan RB kvel Mikro

b) Penanggung Jawab Pengampu (Leading Institutiortl Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi General.

Leading Institution adaiah perangkat daerah pengampu
indikator kine4'a pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang
memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab, untuk
menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi
Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi
tahunan pelaksanaal Reformasi Birokrasi General yang telah
diterapkan dalam Perub ahan Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O

-2024.
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Kemudian Leading Institution juga mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General sesuai
dengan indikator yang diampu,melakukan evaluasi implementasi
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi
pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun
rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan
kebijakan Reformasi Birokrasi General yang telah dilakukan serta
menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Genera-l yang diampu setiap 6
(enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan
dan Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan
Reformasi Birokrasi General (tata kelola pemerintahanl, leading
institution melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat
daerah sesuai dengan Reformasi Birokrasi General yang di
ampunya.

c) Koordinator pengampu (leading secfoz) pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tematik

Leading sector merupakan perangkat daerah yang
memiliki peran, kewenangan, tanggung jawab, untuk meniadi
keoordinator dalam pelaksanaan tema yang di tetapkan dalam
Reformasi Birokrasi Tematik yang memiliki tugas untuk
melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian
kinerja tematik yang di tetapkan (logical frameuorkl, menyusun
dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tematik yang di tetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan
kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi
tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi
birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan
laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk
disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluator Reformasi
Birokrasi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin reformasi birokrasi
berdampak bagi tuntas nya isu-isu pembangunan di Kabupaten
Deli Serdang yang hasil nya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat, maka leading seclor harus menyinergikan upaya-
upaya percepatan pembangunan dengan perangkat daerah,
terlebih lagi bagi tema reformasi birokrasi tematik yang capaian
kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif dengan capaian
kinerja Kabupaten. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk
pembagian peran dalam mengintervensi pembangunan
disesuaikan dalam kewenangan masing-masing level
pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lain nya dan
tepat sasaran.
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4.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Garda terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di

Kabupaten Deli Serdang adalah perangkat daerah sebagai unsur
pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi.

4.2.1 Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi perangkat

Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang
telah di lakukan (continuous improuementl dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi Kabupaten Deli Serdang, seiring dengan
perubahan kebij akan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui
panajaman Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2O2O-2O24,
maka pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam
implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah secara
umum terbagi dalam 2 komponen yaitu pelaksanaan Reformasi
Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
sebagai berikut :

a). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
Pelaksanaan Reformasi Birolaasi General perangkat

Daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan
Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan
tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kineda pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan
melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan
implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu,
dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapan
tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat
diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan
informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah
mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi
Birokrasi General pada level pemerintah daerah, dengan batas
ruang lingkup pada level perangkat daerah.

4.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui

berjalan atau tidakrya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan

Reformasi Birokrasi Tematik baik di h:rgkup pemerintah daerah

maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan

informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan

sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi

untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan

evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.
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Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi

Birokrasi rematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan

evaluasi dan reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus
komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan
Reformasi Birokrasi rematik. oleh karenanya, monitoring dan evaluasi

Reformasi Biroksasi General dan Reformasi Biroksasi rematik baik di
lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten

Deli Serdang dilaksanakan secara manual maupun memanfaatkan

teknologi informasi sesuai pedoman dari Kementerian pAN-RB.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Biroksasi General

dan Reformasi Biroksasi Tematik di lingkup pemerintah daerah

dilaksanakan oleh STU/ Tim Pelaksana RB, sedangkan untuk
monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Biroksasi General di

lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oieh

perangkat daerah yang ditunjuk sebagai leading institution Reformasi

Biroksasi General dan menitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi

Biroksasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU/

Tim Pelaksana RB.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokasi General

dan Reformasi Biroksasi Tematik di lingkup pemerintah daerah

dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (ApIp atau tim yang dibentuk

secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan

untuk evaluasi Reformasi Biroksasi General dan Reformasi Birokrasi

Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluator

Internal dan dikoordinasikan ke Tim Pelaksana RB.
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BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan

pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat

melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari

praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap

kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan

masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mewajibkan

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Perubahan mindset dan anlhtre se/ harus terus didorong

agar birokrasi mampu menunj ukkan performa/ kinerj anya.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat

yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif

dan lincah. Adanya penajaman Road Map RB pun bertuj uan untuk

menj awab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu,

penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus

dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator

RB. Adapun aspek penqjaman RB tersebut dapat membantu menciptakan

kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen

pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus

dibangun bersama.
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Pada akhirnya, penetapan Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O -

2024 Kabupaten Deli Serdang ini diharapkan dapat membantu

menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten

Deli Serdang yang merupakan tanggung jawab seluruh elemen

pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus

dibangun bersama seluruh stakeholders di Kabupaten Deli Serdang

sebagaimana diharapkan daJann Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O -

202s.

BUPATI DELI SERDANG

il1^; -
ASHARI TAffBUNAN

Paraf Hierarki :

No. Jabatan PfaJ
I Sekretaris Daerah r
2 Asisten Administrasi Umum \-s .

3 Kepala Bagian Hukum llt)
1 KePela 32gi.r, Organisasi I


